BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN SE
RIKAT PEKERJA/BURUH DAN PENYELESAIANNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG N@. 22 'PAHUN 1957

A. Analiga Dari Segi Tu;uan Dan Manfa' atnya

c s e e om ..-...,.....,-,
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Program dan kebijaksanaan pembangunan ketenagaker
Jaan dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, _bene-
kanannya dituJukan kepada pengembangan sumber daya manu
sia, yang sehat terampil, dan produktif serta mengguna -
kan pringip-prinsip hubungan industrial Pancasila untuk
menangahi dan menyelesaikan permasalahan~-permagalahan ke
tenagakerjaan/perburuhan termasuk perkara perselfﬁihan

perburuhan,

Tugas dan wawenang para pihak dalam hal ini pengu
saha/majikan, pekerja/buruh demikian pula Pegawali Peran-
tara serta P-4D dan P4P yang didasarkan UU., No. 22 /1957
makin lama menghadapi tantangan yang berat dan makin kom
pPleks. Hal ini antara lain karena meningkatnya budaya
kerja era industrialisasi dan disamping itu adanya spesi
fikasi ketenagakerjaan pada suatu daerah dengan daerah

lain yang berbeda.

Undang=-Undang No. 22/1957 tentang penyelesaianper
seligihan perburuhan menyatakan bahwa 3 u Peraelisihan

Perburuhan adalah pertentangan antara majikan atap per-
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kumpulan majikan dengan serikat buruh, yang berhubungan
dengan tidak adanya persesuaian perkara mengenai lmbungan

kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan,

Partisipasi karyawan dalam hubungan industrial
dapat dilakukan secara langsung atau melalui sistem per-
wakilan dalam bentuk serikat pekerja/buruh. Sebah parti=-
‘sipasi karyawan juga merupakan perwujudan hak dan kebeba
' pan karyawan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat yang

dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

Kehadiran serikat pekerja/buruh di perusahaan a-
dalah sebagai salah satu sarana untuk terciptanya hubu
ngan kerja yang serasi, selaras dan éeimba.ng antara pe-
ngusaha/majikan dan pekerja/buruh dalam rangka peningka

tan produksi dan produktifitas kerja.

Dengan dibentuknya serikat pekerja/buruh di peru-~
sahaan bertujuan untuk menjadikan sarana dan wahana yang
efektif dalam menampung aspirasi para pekerja/buruh,agar
mereka merasa dilindungi kepentingannya dan tidak menca=-
ri penyelesaian sendiri-sendiri, apabila.tgrjadi permasa
lahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kesejah-
teraan anggotanya dalam suatu perusahaan dimana mereka
bekerja, sehingga dengan adanya serikat pekerja/buruh di
perusahaan adalah merupakan partner terhadap pengusaha /
majikan didalam membuat kesepakatan kerja bersama (KKB )

yang memuat syarat-syarat kerja yang harus diperha%ikaah
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dalam perjanjian kerja.

Sebagai pengurus serikat pekerja/buruh mempunyai
beban dan tanggungjawab yang berat karena satu pihak me-
reka sebagai pekerja/buruh ditempat ia bekerja dilain
pihak ia harus dapat membuktikan dirinya untuk kepenting
an anggotanva beserta keluarganva,., bahkan lebih menon-
jol dalam membaktikan dirinya pada perusahaan demi ke
langsungan perusahaan, Disilah seorang pengurus serikat
pekerja/buruh harus dapat menerima kenyataah secara ob=
yektif dan dapat melekat serta tanggap situasi yang ada
disekitar perusahaan dimana ia bekerja. Mereka harus be-
rani mengatakan mana yang salah dan mana yang benar wa=
laupun akan merugikan atau tidak memuaskan anggotanya da

lam kelancaran pelaksanaan tugas,

.Salah satu prioritas utama adalah pembentukan pe
ngurus unit kerja serikat pekerja seluruh Indonesia (PUK
SPSI) dan untuk lebih memfungsionalkan pembentukan  PUK
SPSI memang bukan wawenang dan tanggungjawab Departemen
Tenaga Kerja atau pengusaha. Karena pembentukannya di
lakukan oleh pekerja itu sendiri. Kewajiban pemerintah -
Cq. Departemen Tenaga Kerja adalah menciptakan kondisi
dan iklim yang baik, agar PUK SPSI dapat terbentuk dan
berfungsi di perusahaan-peruéahaah, untuk itu perlu di
ketahui kesulitan-kesulitan dan menimbulkan keragu- ragu

an dan menjadi kendala terbentuknya PUK-SPSI,



5%

Dari pihak pekerja sendiri sering masih .= adanya
trauma masa lampau, dimana organisasi pekerja di;tungga-
ngi oleh unsur politik seperti yang dialami SOBSI,  PKI
yang sekarang menjadi terlarang. Disamping ity masinh ada

pekerja merasa takut membentuk sefikat pekerja, khawafir ‘
bila pihak pengusaha akan mencari-cari kesalahan yang da
pat merugikan pekerja/buruh dan akhirnya terjadi pemutu-

san hubungan kerja (PHK),

Sedangkan dari pihak pengusaha masih banyak yang,
beranggapan serikat pekerja identik dengan sederetan tun
tutan serta mobilisasi pekerja/burunh untuk | menimbulkan
keributan dan akan menghambat kelancaran proses produksi
‘atau usaha. Dengan kata lain masih banyak pengusaha/maji
kan dan pekerja/buruh yang belum memahami peranan dan

fungsi serikat pekerja.

Dalam rangka menciptakan iklim pgmbentukan PUOK=-SP

SI, Depaftemen renaga Kerja perlu memberikan penyuluhan

tentang keberadaan serikat pekerja/buruh pada ‘' ‘para pe-

kerja/buruh dan pengusaha/majikan yaitu :

1. Serikat pekerja/buruh mempunyai fungsi kanalisasi yai
tu menyalurkan aspirasi, saran, prandangan, keluhan bah
kan tuntutan masing-masing pekerja/buruh kepada pengu
saha/majikanz Sebaliknya serikat pekerja sebagai salu
ran informasi yang lebih efektif dari pengusaha/maji-
kan kepada para pekerja/buruh.
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2. Dengan memanfaatkam jalur dan mekanisme serikat peker

ja/buruh, pengusaha/majikan dapat menghemat waktu yang
sangat besar untuk menangani masalah-masalah ketenaga
kerjaan/perbﬁruhan dalam mehgakomodasikan saran-gsaran
mereka serta untuk membina para pekerja/buruh maupun
dalam memberikén perintah-perintah dari pada melakue-
kannya secara ihdividu. Penyampai-an saran dari peker
Ja/buruh kepada pimpinan/majikan dan perintah dari
Pimpinan/majikan kepada para pekerja/buruh akan lebih
efektif melalui serikat pekerja atau buruh sehingga
dapat menyeleksi jenis tuntutan pekerja yang realis

tis dan logis,

3. Dalam management modern Yyang nenekankan pendekatan hu

bungan antara manusia (human approach) diakui bahwa
hubungan non formal dan semi formal lebih efektif un-
tuk mendukung hubungan formal.,

Serikat pekerja/buruh yang berfungsi dengan baik,akan
menghindari masuknya anagir-anasir luar yang menggang

gu kelancaran proses produksi dan ketenangan kerja.

Dalam rangka menciptakan kehidupan yang demokra-

tia, maka pekerja/buruh perlu diikutsertakan dalam pelak

sanaan proses perusahaan guna mencapai produktifitas yang

semakin meningkat. Keikutsertaan serikat rekerja / buruh

tidak berarti hak wawenang pengusaha/majikan dikurangi .



Setelah menyimak beberapa uxaian tentane .'peranan
serika;'pekerja/burnh dalam perselisihan perburuhan .dan
penyelesalannya menurut undang-undang nomer 22 fahun1957
maka penulis bebpendapat bahwa hal tersebut sesual demgan
hukum islam yaitu menghendaki timbulnya kemaslahatan ma
nugia atau menéhendaki terjadinya kerusakan diri manusia
atau menghindari terjadinya kerusakan pada diri ménusia-

seperti dalam kaidah syara' 3

EéJJ\Au»trfigqahjf?*e"l‘“-*Ln;yg)»(AJ\Lﬂud‘kr’ukwdlsﬂl‘t?*j
Quplrutwl-éw&py;ﬁ)dg}@yg

“Mencegah kerusakan dari dunia manugsia dan mendatang
kan kemaslahatan Kepada mereka, mengendalikan dunia
dengan kebenaran dan keadilan serta kebajikan dengan
menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui d4i
hadapan akal manusia", (Hasby Ashshiddiqy, 1975:177)

Dari ajaran lslam apabila adé suatu permasalah-an

atau perselisihan baik antara individu dengan individu ,

individu dengan kelompok, atau kelompok'dengaﬁ' kelompok

~lain hendaklah diselesaikan dengan jaian _.bermuayﬁﬁarah
untuk mencapai mufakat, Dengan I'tikad baik dan rasa

tanggungjawab menerima hasil keputusan musyawarah seba-

gaimana yang disebutkan dalam al=-Qur'an i

J,u;u_%» 256 s s L.
ykﬁjzjwll._;A:<£L|g)l

",.. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah me
nyukai orang-orang yang bertagqwa kepada-Nya®, (al-
Qur'an, 3 : 159).
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Tujuan adanya serikat pekerja/buruh dalam perseli -
sihan pérburuhan/ketenaga kerjaan adalah untuk menyalur-
kan aspirasi, sarén, pandangan, keluhan bahkan tuntutan
masing-masing pekerja/buruh kepada pengusaha/majikan. Se
-hingga akan terjalin informasi yang efektif dari penguéa

ha/majikan kepada pekerja/buruh,

Dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat
pekerja/buruh, pengusaha/majikan dapat menghemat  waktu
yang sangat besar untuk menangani masalah;masalah ketena
ga kerjaan sehingga akan. terjadi kesejahteraan yang sela
ras, serasi dan seimbang antara keduanya., Di pihak peng-
usaha manfaatnya adalah terwujudnya peningkatan produkti
fitas kerja secara stabil, sehingga produksi vang diha -

silkan akan menjadi berkualitas .,

Sedangkan manfa'at difihak pekerja/buruh terlindu
nginya hak-hak mereka dari tindakan kesewenang-wenangan,
prilaku yang tidak adil dan lain - lain. Dengan demikién
ketenangan, kedamaian, serta semangat dalam meleakukan ker
Ja dapat terwujud dan pada akhirnya produk yang dihagil-

kan berkualitas dengan baik.

Islam saugat menganjurkan adanya kerjasana yang
baik antara pengusaha/majikan dan pekerja/buruh dengan
tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing - masing
yang tentunya kerjasama tersebut didasarkan atas ajaran

dan kaidah syara' dalam hukum lsglam.
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B, Analisa Dari Segi Pelaksanaannya

Gagasan untuk menyelesaikan perselisihan perburu -
han secara aman dan manusiawi sungguh mulia. Tapi bal ini
tidak mudah, masalahnya dapat didekati dengan' pendekatan
yang legalistis yaug berart; melihat kembali asumsi-asum-
sl sosial dibalikvperaturaﬁ’éerundang-undangan, yang me
ngatur proses penyelesaian perburuhan/ketenagakerjaan.,
Praktek-praktek pelaksanaan dari insgtitusi juru damai.Dep'
| naker, P4D, dan P4P sudah termaktub dalam UU, No 22 tahun
1957 tentang penyeleséian perselisihan perburuhan, (lihat
pada uraian bab III),

Proses penyelesaian perselisihan perburuhan/ketena
gakerjaan dengan ketentuan UU. No., 22/1957 dapat berlaku
adil jika asumsi sosialnya dapat terpenuhi éntara lain
l. Suatu perselisihan perburuhan, para pekerja/buruh diwa
kili oleh serikat pekerja/buruh yang mandiri. Dimana
pimpinannya dari, oleh dan untuk para pekerja/burubhal
ini sangat langka dijumpai dalam berbagai kagus perse=-
lisihén perburuhan, Para pekerjg/buruh dipecat, karena
hendak mendirikan serikat pekerja/buruh bahkan sering
proses pendirian serikat buruh dicampuri, kalau +tidak
dihambat oleh management perusahaan.

2. Peranan Departemen Tenaga Kerja sebagai perantara atau
mediator perselisihan perbﬁruhan mengasumsikan bahwa

pegawal tersebut dalam posisi netral dan obyektif, Da-
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lam kenyataannya pegawal Departemen Tenaga Kerja tefse
but sulit untuk tidek memihat penguséha/majlkan.Bahkan '
melalui Surat Keputusan Mentéri Tenaga Kerja,Nombr'342
1986 Pegawai Départemen Tenaga Kérja difungsikan seba=-
gai pihak yang membela pengusaha dalam kasus pemogokan
pekerja/buruh,

3. Tentang penggunaan petugas penyelesaian perselisihan -
Daerah mengasumsikan bahwa di dalam PAD terjadi  hubu
ngan setara antara wakil pekerja/buruh; wakil pengusa-
ha/majikan, wakil pemerintah, Dalam kenyataannya kese
taraan itu kurang sesuai, bahkan pihak pemerintah kare
na prioritas ekonominya cenderung memihak pengusaha /

majikan,

Masalah perburuhan dalam Islam juga mendapat perha
tian yang serius, karena masalah perburuhan adalah soko
guru dalam perekonomian, maka perburuhan merupakan salah
satu tulang punggung dalam mewujudkan kesejahteraan bange
sa, khususnya pada negara-megara yang sedang  berkembang

termasuk didalamnya adalah bangsa Indonesia.

.Sebagaimana diketahui dalam Islam masalah perburu-
han diienal dengan sebutan ‘Ijarah', yaitu pemanfaatan te
naga manugia yang sebagai imbalanv darl pekerjaannyadengan
konsekwensi upah yang terjadi antara orang dengan orang
atau kelompok dengan kelompok, Sementaﬁa dalam perburuhan

pada umumnya yaitu orang atau sekelompok individu yang
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bekerja pada orang lain dengan mendapat upah., Jadi pada
dasarnya perburuhan dalam Islam menurut pengeriian umum
tidak jauh berbeda, kalaupﬁn ada perbedaan hanyalah dalam

segli redaksi dan batasan-batasannya saja.

Dalam berinteraksi satu sama lain tidaklah selalu
sama dalam menerima kepuasan, karena perbedaan sifat satu
sama lainnya. Begitu halnya dengan masalah perburuhan ti-
dak selamanya berjalan lancar yang kadangkala terjadi hal
hal yang tidak diinginkan, yang mana dalam Iglam Seﬁdiri
cukup memperhatikan terhadap hal-hal yang berlebihan,

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perselisihen perburuhan terutama sékali dalam magalah u-
pah dan prestasi kerja dimana pihak buruh kurang merasa
puas dengan hasil yang diperoleh atau kurang seimbang de-
ngan tenaga yang telah disalurkan atau dikerjakan dengan
upah yang diterima, Disisi lain karena pihak buruh dalam
proses kerjanya kurang begitu aktif dimana majikannya yang
mungkin disebabkan oleh hal-hal tertentu sehingga menyeb-

babkan terjadinya perselisihan, .

Penyelesaian perselisihan dalam lslam didasar- kan
pada al-Qur'an dan Hadits, maka apabila terjadi perselisi
han diusahakan pemecahannya dengan jalan damai sebagaima-

na disebutkan dalam al=-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128 H

~ 4 91 e . s ? .



" Dalam perdamaian itw lebih baikkbagi mereka, walaupwm
manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir ". ( 41-Qur

an , 3 % 128 )
Selain ayat tersebut di atas dalam al=-Qur#an dite~
rangkan bahwa pemecahan masalah itu hendaklah dilakukande

ngan jalan bermusyawaroh, dan dengan i¢tikad baik, rasa -
tanggung jawab menerima serta melaksanakan hasil keputusn

musyawarah sebagai mana telah diuraikan pada bab=bab sebe
lumnya.
Jika golongan yang telah berselisih itu kembali ke

pada perintah Allah, mika damaikanlah antara keduanya de-

ngan adil, dan berlaku adillah. Sebagai mana firman 4llah:
Y

; oghauxa‘_fuc_&vabub“ut,u@wu

n _,. Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, den

berlaku adillah. sessngguhnya Allah menyukai Qrang-arang
yang berlaku adil " ( Al-Quriaﬁ, 49 2 9 )

’ ) il .

U}”W@A)‘bﬂ)b(@#‘ Ms=das(s 59510 o1
n Sesungguhnya Orang-orang Mu'min adalah saudara, kare-
na itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwa
lah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat ", ( Al-
Qur'an, 49 10 )

Pada dasarnya perburuhan dalam Islam dengan perbum

han pada umumnya ada kesamaan-kesamaan dalam bidang - bi-



dang tertentu, hanya saja menyangkut perselisihan dalam
perburuhan umum berdasarkan pada Undang-Undang yang me=-
ngaturnya, tetapi dalam Islam penyeleaaiannya berpedoman

pada al-Qur'an dan al-nadits. (lihat bab II hal).

~

Dengan demikian undang-undang perburuhan yang ada
dalam lslam melebihi undang-undang pada umumnva, karena
dalam hukum Islam perburuhan dan ketenagakerjaan lebih
sempurna dan membahagiakan para pekerja/buruh, pengusaha
atau majikan yang kesemuanya memperhatikan hak-hak dan
kewajiban masing sehingga terjalin hubungan yang selaras
serasi dan seimbang antara pekerja/buruh dengan pengusa

ha/majikan,

~ C. Analisa Dari Segi Hukumnya

Hukum sebagai salah satu norma kehidupan manusia
dalam bermasyarakat, menegakkan tata tertib dan dengan
disertai sanksi hukumnya bermaksud dan memper: kecil
pergselisihan-perselisihan itu. Apabila semua tunduk dan
ta'at kepada hukum, ketentuan Perundang-undangan, maka

perselisihan-perselisihan dapat diperkecil,

Pelaksanaan hubungan kerja atau hubungan perburu-
han diperlukan aturan untuk mencegah terjadinya perseli-
sihan, Demikian pula dalam penyelesaian perselisihan per
buruhaﬁ yang terjadi, dengan adanya suatu kendali maka

masing-maging pihak akan dituntun ﬁada suatu titik perte

67
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muan yaitu perundingan atau musyawarah. Sehingga dapat

tercipta hubungan yang harmonis penuh toleransi,

Indonesia adalah wmegara Hukum, maka konotasi- nya
adalah undang-undang, dan dalam"perselisihan perburuhan
atau ketenagakerjaan ada undang-undang tertentu yang me-
ngaturnya., Dalam penyelesaian perselisihan diatur oleh
negara yang secara emplislt terdapat dalam undang-undang

nomor 22 tahun 1957 (lihat bab III),

Kendala utama dalam penyelesaian perselisihan per
buruhan yang sesuai dengan harapan terutama disebabkan
oleh :

1. Belum adanya pemahaman yaug sangat baik menyangkutpro
sedur penyelesaliannya maupun penafsiran terhadap mate
ri permasalahannya yang memang sangat komplek dan lu-
as;

2. Kondisi sosial politik masyarakat belum cukup memadai
untuk melaksanakan hukum dan penegaannya dalam masya-
rakat;

3. Pengetahuan unsur yang terkait yang menyangkut pratu
ran perundang-undangan dan aspek-aspek yang terkait
belum memzdai se bagaimana yang dlharaékau,

4. Organisaai ketenaga kerjaan/perburuhan yang ada belum
berfungsi secara maksimalseébagaimana mestinya yaitu
demokratis, aspiratif dan independen serta profesio -

nal,



‘ terdapat tuauan yang baik sebagaimana gaidah ushul :
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Islam adalah agama yang universal, dari keberadd~-
an yang .demikian menjadikan lslam sebagal agama yang ber
unsurkan seperangkat ajaran yang bukan hanya mengenal
satu segi dari kehidupan manusia. Islam ada;ah satu-satu
nya agama yang'memiliki yang berbaéai dimensi yang dspat
menjawab berbagai perscalan asasi manusia sepanjang masa
Untuk itu Islam bukan hauya merupakan sistem ajaran aga=-
ma, tapi Juge merupakan pandangan hidup yang sudah men-
tradisi dalam jangke waktu lama, oleh karena itu sifat
apologotikpun mquangkau seluruh ajaran dan lembaga ,
serta etika. Salah satu implementasi dari sistem ajaran

tersebut adalah dalam hubungan dengan perouruhan,

Karena Islam datang dengan seperangkat ajaran, ma
ka ajaran tersebut adalah merupakan standart dan pedoman
dalam tata kehidupan manusia, dengan kata lain dalam
aktifitasnya héndaknya sesual dengan ajaran yang sudah

tertulis dalam al=Qur'an dan al-Hadits.

Dalam urusan perburuhan, Islam membolehkan selama

hal tersebut membawa kemaslahatan umat dan didalamnya

&:.L,,(\:L,,«J\g Joo A0
"Pokok hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan

keduniaan adalah boleh", (IAIN Sunan Ampel, 1993:70)

. e

Islam kaya dengan peraturan-peraturan yang menja-
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min terwujudnya keadilan sosial tidak hanya berupa teori

belaka melainkan tepri yangsudah dipraktekkan oleh Rasul

dalam masyarakat Islam. Praktek keadilan sosial yang dite

rapkan dalam Islam ternyata membuahkah hagll yang @gemi-

lang, jadi lslam memandang bahwa keadilan sosial itu meru

pakan masalah penting, untuk itulah lslam memberikan sua-

tu jalan kearah kehidupan yang baik, Sebagaimana yang dise

~putkan dalam al=0Lur urat_An-Nahl . ayat 90 : _
uMJduJ%GJ JBCJJuLu» .9_94‘:)({ LAyl

. . te v s ‘ v .

. Ujﬁp@cﬁﬂ]j S’ J;".Rl‘&
"Sesungguhnya Xilah menyuruh (kamu) berlaku adile
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerdat
apa yang mereka perlukan , dan melarang dari ner-
buatan keji, kemungkaran, serta permusuhan. . Dia
memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat me
ngambil pengajaran', % al-Qur'an , 16 : 418 3

Selanjutnya dalam penyelesaian perselisihan perbu
ruhan/ketenaga kerjaan hendaknya tetap selalu memperhati

kan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga-

hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bisa dian

tisipasi, Apabila ada perselisihan diantara mereka,perlu

adanya keterbukaan dan penyelesaian dengan jalan musyawa
roh untuk ‘mencapail mufakat dengan tetap memperhatikan ke

tentuan -katentuan dan prosedur yang ada. tenyelesaian -

o
perselisihan perburuhan/ketenaga kerjaan hendaklah sela-

lu membawa kemaslahatan umat dan tidak bertentangan de

ngan hukum Syara' yang ada dalam ajaran ¥slam.



